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WALIKOTA SERANG 
PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN WALIKOTA SERANG 

NOMOR 38 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SERANG, 

 
Menimbang :     bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019;  

Mengingat  :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

4. Undang-undang …….. 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4748); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 

6057); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

10. Peraturan ……… 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2017 Nomor 73); 

 

 

16. Peraturan ……….. 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);  

19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah 

Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39); 

20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran 

Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49); 

21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 

2014tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang 

Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Serang Nomor 74); 

22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Serang 

Tahun 2018 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019 

Pasal 1 ………. 



- 5 - 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah    Rp172.138.881.051,00 

b. Dana Perimbangan     Rp919.608.608.000,00 

c. Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah  Rp115.073.704.610,00 

Jumlah Pendapatan      Rp1.206.821.193.661,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung : 

1) Belanja Pegawai     Rp596.670.285.589,00 

2) Belanja Bunga     Rp                        0,00 

3) Belanja Subsidi     Rp   0,00 

4) Belanja Hibah     Rp 25.585.200.000,00 

5) Belanja Bantuan sosial    Rp   2.205.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil     Rp   0,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan  Partai Politik Rp   1.152.152.684,00 

8) Belanja Tidak Terduga    Rp   2.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp627.612.638.273,00 

b. Belanja Langsung : 

1) Belanja Pegawai      Rp35.214.228.121,00 

2) Belanja Barang dan Jasa    Rp423.290.610.582,00 

3) Belanja Modal      Rp175.166.383.810,00 

Jumlah Belanja Langsung  Rp633.671.222.513,00 

Jumlah Belanja      Rp1.261.283.860.786,00 

Surplus/(Defisit)      Rp(54.462.667.125),00 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan      Rp54.462.667.125,00 

b. Pengeluaran      Rp          0,00 

Pembiayaan Netto    Rp54.462.667.125,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggran 

Tahun Berkenaan             Rp                      0,00 

 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran Ia Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 ………. 
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Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III, 

dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Serang. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Peraturan WalikotaSerang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Serang. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal  31 Desember 2018 

WALIKOTA SERANG, 

 
  Ttd 

 

 
 SYAFRUDIN 

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 31 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

      KOTA SERANG, 

 

    Ttd 

 

    Tb. URIP HENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR  38 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

  

  Ttd 

 

 YUDI SURYADI 

NIP. 19671010 1988011 1 002  
 


